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PERATURAN MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 
NO MOR : 1 l 70.NMENKES/PER/X/ 1 999 

Menimbang 

Mengingat 

TENT ANG 

MASA .BAKTI TENAGA MEDIS 
MENTER! KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa pendayagunaan tenaga medis dalam rangka pemerataan 
pelayan;in kesehatan kepada masyarakat perlu ditir:Jau kembali . 
dan dlsesualkan dengan arah kebljaksanaan pembangunan 
kesehatan; 

b. bahwa sehubungan dengan butlr a tersebut dlatas, maka perlu 
ditetapk..an Peraturan Menteri Kesehatan RI tenl.'lng Masa Bakti 
Tenaga Med is; 

I . . Undang-undang Nomor 8 Tallun 1961 tentang Wajib Kerja 
Sarjana (Lembaran Negara Tahun 1961, Nomor 207 
T ambahan Lembaran Negara Nomor 22 70); 

2. Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan 
(lernbaran Negara Tahun 1992 Nomor I 00, Tambahan 
Lernbaran Negara 3495); 

3. Peraturan Pemerlntah Nomor 6 tahun 1976 tentang Pengadaan 
Pegawai Negeri Slpil (lembaran Negara Tahun 1976 Nornor 
I 0, Tarnbahan Lembaran Negara Nomor 3069); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 1988 tentang Masa Bakti 
dan Praktek Dokter dan Dokter· Gigi (Lembaran Negara T ahun 
1988 Nornor I, Tambahan Lembaran Negara Nornor 3366); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga 
Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637); 

6. Kcputusan Preslden Nomor 3 7 T ahun 1 99 I tentang 
Pengangkatan Dokter Sebagal Pegawai Tldak T etap Sela ma Masa 
Baktl; 
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(6). Tenaga medis sebagai Pegawai Tidak TetJp, adalah tenaga 
medis bukan Pegawai Negeri, dlangkat oleh Pejabat yang 
berwenang pada sarana pelayanan kesehatJn, untuk selama 
masa baktl; 

( 7) Daerah T erpencil adalah daerah yang sulit dijangkau karena 
berbagai- sebab sepertl keadaan geografi, (kepulauan, 
pegunungan, daratan, hutJn dan rawa), transportasi dan 
soslal budaya; 

(8) Daerah Sangat Terpencil adalah daerah yang sangat sulit 
dijangkau karena bcrbagal sebab seperti keadaan geografi, 
(kepulauan, pegunungan, daratan, hut.an aan - rawa), 
transportdsi dan soslal budaya; 

(9) Daerah biasa adal<1h daerah di luar ketentuan daerah 
terpencil dan daerah sangat terpencil; 

( 1 0) Daerah yang membutuhkan adalah 
membutuhk.ln umbahan tenaga rnedis 
pelaksanaan masa bakti; 

daerah yang 
untuk ternpat 

( 1 1 ) Daerah penuh adalah daerah yang untuk sernentara tidak 
dapat digunakan untuk rnelaksanakan rnasa bakti, yang 

· rlitetapkan oleh Menteri; 

( 12) Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang rnemiliki 
kewenangan mengangkat, rnernindahkan dan 
mernberhentikan pegawai; 

(I 3) Pimplnan Perguruan Tinggi adalah Pirnpinan Universitas/ 
f akultas Kedokteran atau Perguruan Tinggi yang 
rnenghasilkan tenaga ~edis. 

(I 4) Kakanwil adalah ~epala Kantor Wilayah Departemen 
Kesehatan Proplnsl; 

(I 5) Dokter/dokter gigl keluarga adalah dokter/dokter gigi yang 
telah melaksanakan masa bakti guna praktek rnandiri untuk 
memelihara kesehatan bagl komunitas tertentu berdasarkan 
lkatJn kontrak (Askes/)PKM) sesual dengan ketentuan yang 
berlaku; 

3 
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BAB II 
PELAPORAN DAN REGISTRASI 

Pas.11 2 

(I) Tenaga medis yang baru lulus dilaporkan secara kolektif oleh 
Pimpinan Perguruan Tinggi kepada Kakanwil setempat 
dimana Fakulws Kedokteran/Fakultas Kedokteran Gigi 
berada selambat-lambatnya dalam 1 (satu} bulan sesudah 
diberikan ljazah asll dengan tembusan Biro Kepegawalan. 

(2) Bemuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud ayac (I) 
sep~rti tersebut pada lampiran I peraturan ini . . 

Pasal 3 

(I ) Tenaga· med is yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud 
dal;im pasal 2 wajib melengkapi persyaratan administrasi 
seperti tersebut dalam lampiran 2 peraturan ini disampaikan 
kepada Kantor Wilayah setempat dimana Fakulws 
Kedokteran/Fakultas Kedokteran Gigi berada, selambat· 
lambatnya I (satu) bulan sesudah menerima ijazah aslinya 
awu surat keterangan lulus. 

(2) Tenaga med is yang celah melengkapi persyarawn administrasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (I) langsung diregimasl 
secara otomatis dan diberikan nomor registrasi. 

(3) Nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dicantumkan dalam Surat Penugasan yang ditandatangani 
oleh Kakanwll atas nama Menter!. 

( 4) Kakanwil yang menerima laporan tenaga med is yang baru 
lulus melaporkan secara kolektif nama tenaga medis yang 
telah diberikan surat penugas.rn, nomor registrasi yang telah 
dlberlkan, serta daerah plllhan tempat rnelaksanakan masa 
bakti, kepada Biro K~pegawaian selambat-lambatnya dalam 
2(dua) bulan secelah dikeluarkannya Surat Penugasan. 

( 1 ) 

Pasal 4 

Tenaga medis Warga Negara Indonesia lulusan perguruan 
tinggi luar negeri wajib melaporkan diri kepada Biro 
Kepegawaian. 

4 
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(2) T enag:'! medis sebagaimana dimaksud pad a ayat (I) 
diwajibkan mengikuti adaptasi/u jian nasio nal, sesuai der.g2 
r :: : :: "'" • .. -:: - /.: , { :~:~ ( ... . 

" :, 1 Tenaga med is yang ce fah se fesai adapcasi/ ujian n..:s ionJ / 
diberlakukan sebagaimana pasal 2 dan pasal 3. 

BAB Ill 
MASA BA.KT! 

Bagiai! Pert.lma 
umu:n 

Pasal 5 

(I) Pendayagunaan tena'5a medis baru lulus dilaksanakan melalui 
masa bakti. 

( 2) Masa ba.kti diwajibkan bagi tenaga·tenaga : Dokter U mum, 
Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis. 

(3) Masa bakti sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat 
dilakukan dalam kedudukan sebagai Pegawai Tidak T etap 
(PTT), Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau brvawan Swasta. 

( 4) Pendayagunaan tenaga medis yang memilih masa bakti dalam 
kedudukan sebagai' Pegawai Tidak T etap (PTT) diatur oleh 
Biro Kepegawalan a~s dasar data yang telah dikompilasi dari 
laporan kolektif Ka~I dimana Fakultas Kedokteran/Fakultas 
Kedokteran Gigi berada dan dapat dllakukan pada : 

a. unit pelayanan kesehatan dilingkungan Departemen 
Kesehatan. 

b. unit pelayanan kesehatan TNI dan POLRI di daerah 
terpencll/sangat terpencil yang ditugaskan oleh 
Departemen Kesehatan. 

c. unit pelayanan kesehatan Swasta di daerah terpencil/ 
sangat terpencil yang disetujui oleh Departemen 
Kesehatan. 

5 
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( 5) Pendayagunaan tenaga med is yang memilih masa baktl dalarn 
kedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah : 

a. dilingkungan Dcpartemen Kesehatan di daerah sangat 
terpencil dan cidak/~urang diminati sesuai dengan 
kebutuhan dan diusulkan oleh Kakanwll setempat. 

b. dilingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 
sebagai St.lf Pengajar Fakultas Kedokteran/Fakultas 
Kedokteran Gigi. 

c. mengisi formasi instansi Pemerintah lainnya yang disetujui 
Departemen Kesehatan. 

(6 ) Pendayagunaan tenaga medis dalarn kedudukan sebagai 
pegawai Swasta penuh adalah : 

a. dlllngkungan sarana pelayanan keseharan Swasta yang 
disetujui oleh Departemen Kesehatan. 

b. dilingkungan Fakultas Kedokteran/FakultJS Kedokteran 
Gigi Swast.l yang disetujui oleh Departemen Kesehatan 
dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan . 

Pasal 6 

(I) Penempatan tenaga medis dalam rangka masa bakli 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat ( 4) butir a d an 
pasal 5 ayat (5) butir a untuk pemerataan pelayanan 
kesehatan dltetapkan dengan urucan prloritas sebagal 
berikut: 

a. Di Pusat Kesehatan Masyarakati 
b. Di Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten/Kotamadya; 
c. DI lnstltusl kesehatan lalnnya (misalnya Rurnah Sakit 

Khusus, Rumah Sakit )iwa, Balai Pengobatan dan: lain· 
lai n). 

(2) Penempat.ln sebagaimana ayat {I) dilaksanakan sesuai 
dengan kriteria daerah sebagal berikut : 

a. sangat terpencil 

b. terpencil 

c. biasa 

6 
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( 3) U ntuk memenuhi kebutuhan tenaga staf pengajar 
sebagaimana dlatur pada pasal 5 ayat (5) butir b, baik 
bldang lcllnllc maupun preldlnllc pada f alcultas Kedolcteran/ 
FJkult.u Kedok.teran Gigi Negerl dJn Swaru, mJk.1 masing­
~asing Falcultas Kedok:teran/f akultas Kedolcteran Gigi Negeri 
dan Swasta mengajulc.an nama dok.ter/dok.ter gigi yang terpilih 
menjadi staf pengajar pada Fak.ultas Kedokteran/Fakultas 
Kedokteran Gigi yang bersangkutan sesuai kebutuhan kepada 
Kepala Biro Kepl!gawJian. 

( 4) Pendayagunaan ten.aga med is di Fakultas Kedokteran/ 
Kedokteran Gigi Negeri dan Swasta sebagaimana dirnaksud 
ayat (3) menggunakan formasi masing-masing. 

(I) 

(2) 

(3) 

( 4) 

(5) 

Bagian Kedua 
·Penundaan Mas.l Bakti 

Pasaf 7 

Penundaan rnasa bakti diperkenankan bagi tenaga medis baru 
lulus dan berminat untuk langsung mengikuti pendidikan 
spesialis. 

Mereka yang diperkenankan menunda masa baktinya adalah 
merek.a yJng diterima mengikuti program pendidikan spesialis 
7(tujuh} bldang yaltu bedah, penyaklt dalam, kebidanan dan 
kanaungan, kesehatan .anak, radiologi, anaestesi dan patologi 
klinik atau bidang lain yang jumlah dan jenisnya sesuai dengan 
kebutuhan yang dit~p'k.an Departemen Kesehatan . ..: . 

Mereka yang dlperkenankan menunda menglkutl masa balctl 
sebagaimana ayat (2) di atas, hanya di~ri kesempatan satu 
kali untuk mengilcuti unan masuk program pendidikan 
spesialis. 

Tenaga medls sebagalmana dlmaksud ayat (I ) adalah 
terhitung menurut periode WJktu sejak yJng ~rsangkutan 
dllaporkan sebagai tenaga medis sampai dengan . walctu 
selama-lamanya I (satu) tahun. 

Bagi yang tldak fulus ujlan masuk program pendidikan 
spesialis: sebagatmana yang dimaksud ayat (3) diatas, 
kepadanya dlwaJtbkan mengikutl masa baktl sebagalmana 
pasal 5 ayat ( 1 ). 
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( 6) B agl yang menunda masa baktl, maka masa baktlnya akan 
dllaksanakan pada rumah sakit sesual dengan ketentuan dan 
penempatannya ditetapkan oleh Departemen Kesehatan. 

Baglan Ketlga 
Pengangkatan dan Penempatan 

Pasal 8 

( 1 ) Pengangkatan dan penempatan tenaga medis untuk menjadi 
Pegawal Negerl Sipil dilingkungan Departem~n Kesehatan 
dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung Jawab Departemen 
Kesehatan. 

(2) Pengangkatan dan penempatan tenaga medis sebagai PNS 
dilingkungan Pemerfotah Daerah dilaksanak.an oleh dan 
menjadl · tanggung Jawab Pemerlntah Daerah setelah 
mendapat persetujuan dari Departemen Kesehatan. 

( 3) Pcngangk.atan dan penempatan tenaga medls pad a sarana 
pelayanan kesehatan lnstansl lain dllaksanak.an oleh dan 
mcnjadl tanggung Jawab lnstansi yang bersangkutan sctclah 
mendapat persetuJuan dari Departemen Kesehatan. 

( 4) Pengangk.atan dan penempatan tenaga med is pad a sarana 
pelayanan kesehatan atau Fakultas Kedokteran/Fakultas 
Kedokteran Gigi Swasta dilaksanak.an o!:~ '.:!::~ menjadi 
tan22ung Jawab Pimpinan sarana pelayanan lcesehatan swasta 
atau Fakultas Kcdoktcr:an/Fakultas Kedokteran Gigi Swasta 
yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan dari 
Departemen Kesehatan. · 

(5) Pengangkatan tenaga medis dilingkungan TNI dan POLRI 
sebagal TN! dan POLRI dilaksanakan oleh TNI dan POLRI. 

( 6) Pengangkatan tenaga medts sebagal PTT dalam masa balctl 
untuk unlt·unlt kesehatan TNI dan POLRI di daerah 
terpencil/sangat terpencil sebagalmana dlmaksud Pasal 5 ayat 
( 4) huruf b dltetapkan oteh Departemen Kesehatan. 

( 7) Pengangk.atan tenaga medls sebagal PTT dalam masa bakti 
untuk unit pelayanan kesehatan Swasta di daerah 
terpencll/sangat terpencll sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 
5 ayat ( 4) huruf c dltetapk.an oleh Departemen Kesehatan. 

6 
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Bagfan Keempat 
Pelaksanaan Masa Bakti 

Pasal 9 

( I ) Lamanya pelaksanaan masa baktl dftetapkan menurut 
pembagian daerah sebagai berikut: 

a. Penempatan di dacrah biasa 3 (tlga) tahun; 
b. Penernpatan di daerah terpencil dan sangat terpencil 2 

(dua) tahun; 

(2) Atas permlntaan tenaga medis yang bersangkutan clan 
setelah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Kakanwil 
setempat serta sesuai dengan kebutuhan program 
Departemen Kesehatan, pclaksanaan masa bakti sebagai PTT 
di daerah Biag, Terpencll dan S-lngat Terpencil dapat 
dlperpanjang l (satu) perfode di Proplnsl yang sama. 

(3) Kepala Kanwll dapat mengadakan mutasi tenaga medis di 
dalam wilayah kerjanya selama masa balcti. 

( 4) Mutasi tenaga medis antar Propinsi dilaksanakan oleh Kepala 
Biro Kepegawaian setelah memperhatikan pertimbangan 
Kakanwil asal dan Kakanwil tujuan. 

Pas.al 10 

(I) Bcrdasarlc.an pcrtimbangan ratio penduduk. dan pemerataan 
pelayanan kesehatan, dltetapk.an daerah yang dinyatak.an 
penuh dan daerah yang dinyatak.an masih membutuhkan 
dokt'!r/dokter glgt PTT. . · 

(2) Pcnctapan daerah penuh yang dimaksud ayat (I) diusulkan 
oleh Kakanwil setempat unwk suatu jangka waktu tertentu 
dan ditetapkan oleh Menteri. . 

Pasal I I 

( l) Tenaga medis yang tclah sclesai . mcn)alankan masa baktl 
diberikan surat lceterangan telah selesai melaksanak.an masa 
baktl. 

9 
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( 2) Surat keterangan sebagalmana dlmalcsud pad a ayat (I ) 
seperti terlampir dalam lampiran 3 peraturan lni. 

( 3) Surat keterangan selesal masa balctl merupakan salah satu 
5'farat untuk melan}utkan pendidilcan spesialisasl/sub 
speslallsasl, at.au penga)uan CPNS di 1nrunst Pemerlntah yang 
merributuhkan di luar pasal 6 ayat (5) butir a, b dan c. 

Bagian Kelima 
Penga)uan Kebutuhan 

Pasal I 2 

(I ) Pimpinan sarana pelayanan kesehat.an swasta atau insunsi lain 
termasuk F akultas Kcdolctcran/Falcultas Kedolcteran Gigi 
Negerl dan $wast.a tnenyusun renona kebutuhan tenaga 
medlsnya ·dalam setlap tahun anggaran. 

(2) Renc.:ina k.ebutuhan tenaga medis sebagaimana dimakst.,;d 
pJda ayat (I) dlajulcan lccpada Kakanwil seternpat untuk 
diteruskan ke Biro Kepegawaian. 

(3) Rencana kebutuhan tenaga medis untuk TNI dan POLRI 
terut.rn1a umuk unit-unit pelayanan kesehatan TNI dan 
POLRI sebagaimana dlmaksud Pasal 5 ayat (4) huruf b 
diajukan oleh Menteri Pertahanan kepada Menteri Kesehatan. 

BAB V 
IZIN PRAKTEK 

Pasal I 3 · 

(I ) Tenaga medls yang celah memperoleh Surat Penugasan dan 
yang sedang menunggu terbitnya surat keputusan tentang 
masa baktl, dapat diberlkan Surat lzin Praktek. Semencara 
yang berlaku sclama 6(enam) bulan dan dapat dlperpanjang. 

(2) Surat lzln Praktek Scment.ara sebagalmana ayat ( 1) 
diterbitkan oleh K.lkandep berdasarkan surat penganur 
Kakanwll setempat dan Surat Penugasan yang bersangkutan. 

10 
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( 3) Surat lzin Pralctek Sementara sebagalmana ayat (I ) tersebut 
secara otomatis dinyatak.an tldak berlaku apabila surat 
keputusan tentang masa balcti telah dikeluarkan. 

( 4) Tenaga medis yang menjalank.an masa balcti dapat diberikan 
Surat li:ln Pralcte~ yang berlaku selama menJalankan masa 
balcti. 

( S) Tenaga medis yang telah menyelesaikan masa bakti dan 
berminat untuk praktek mandiri sebagai dokter/dokter gigi 
keluarga wanb memiliki ~urat lzin Praktek. 

( 6) Tata cara dan persyaratan memperoleh Surat lzin . Praktek 
sesuai dengan· Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
916/MENKES/PER/Vlll/1997. 

BAB V 
PENDAYAGUNAAN DOKTER/ 

DOKTER GIGI PASCA PTT 

Pasal 14 

Tenaga medls ·yang telah menyelesalkan masa baktl sebagal PTT 
dapat mengembangkan karir sesuai dengan pilihan dan peraturan 
perundangan yang berlaku : 

(I) Dalam keduduk.an sebagai 

a. Calon Pegawai Neg~ri Sipil. 
b. Prajurit TNI dan Anggota POLRI. 
c. Karyawan pada sarana pelayanan kesehacan BUMN dan 

BUMD. 
d. Karyawan pada sarana pelayanan kesehatan swasta. 
e. Praktek mandiri sebagat dokter/dokter gigi keluarga 

(Program JPKM/ Asuransl Kesehatan). 

(2) T ena2a medis tersebut diatas dapat men2ikuti pendidikan: 

a. )alur profesi yaitu Speslalis/sub spesialis 
b. )alur ak.ademlk yaltu Pasca Sarjana (Maglster atau 

Doktor) 

11 
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(3) Tenaga medls pasca PTT yang diterima sebagai CPNS Pusat 
dan Daerah dlangicat dalam pangkat tertentu sesuai 
peraturan yang berlaku. 

Pasal 1 5 

Selain ketemuan sebagaimana diatur dalam pasal 14, bagi tenaga 
medis PTT, untuk hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan, 
pengangkatan, kedudukan, hale dan kewajiban, pemberhentian dan 
lainnya tetap tunduk dan berpedoman pada Peraturan Menteri 
Kesehatan Nomor 702/MENKES/SKNlll/ 1993. 

Pasal 16 

( I ) U ntuk mengikuti pendidikan spesialisasi, bagi tenaga med is 
CPNS Depkes mengaJukan permohonan kepada Kepala Biro 
Kepegawaian dengan menyebutkan bidang spesialisasi dan 
Fakultas Kedokteran at.au Fakultas Kedokteran Gigi yang 
diinginkan. 

(2) Tenaga rnedls yang sudah dlregistrasl dan berrninat untuk 
praktek mandiri baik selama menjalank.ln masa balcti maupun 
pasca masa bakti sebagai dokter/dokter gigi at.au 
dokter/dokter gigi keluarga wajib merniliki ijin praktek 
(lisensi) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Pasal I 7 . 

(I ) T ena))a med ls yang menunda pelaksanaan masa bakti karena 
mengikuti program pendidik.an spesialis sebagaimana 
dlmaksud dalam Pas.11 7, setelah menyelesalk.an pendldlkan 
speslalis wajib melapork.ln kepada Kepala Biro Kepegawaian. 

(2) Tenaga medis PNS yang telah menyelesaikan pendidikan 
speslalisasl waPb melaporkan kepada Biro Kepegawaian. 

( 3) Tenaga med is sebagalmana dlmaksud ayat (I ) dan (2) oleh 
Kepala Biro Kepegawatan dlberikan nomor registrasi yang 
dicantumkan dalam Surat Penugasan Speslalis. 

12 
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( 4) Penempat.Jn tenaga medls speslalls sebagalmana dlmaksud 
ayat ( 1) dan (2) dltetapkan oleh Kepala Biro Kepegawalan,. 
setelah rnelalul suarn panitla yang dibentuk oleh Menteri 
dengan mengikutsertakan organlsasl profesl. 

( 5) Tenaga med ls yang bekerfa di sarana pelayanan kesehat.Jn 
swasta, yang ditugaskan mengikuti program pendidik.an 
spesialis apabila telah selesaf melapor k.epada ~:;:~~ Biro 
Kepegawalan, untuk diberikan nomor registrasi yang 
dicantumkan dalam Surat Penugasan Speslalis, Penempatan 
dikemballkan ke unit penglrlrn. 

BAB VI 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 1 8 

Kakanwil dan Kakandep seru Organisasl Profesi wajib 
melaksanakan pemblnaan dan pengawasan terhadap tenaga rnedis 
yang sedang rnenjalankan dan telah seles.11 rnenjalankan rnasa 
bakti. 

BAB VII 
PtlZA TU RAN PE RALi HAN 

Dengan berlakunya ketentuan lni, bagi Dok.ter PTT yang 
ditempatkan di lokasi Terpencll ·dan Sangac Terpencil selama 2 
tahun atau leblh, dianggap telah m~nyelesalkan masa baktlnya. 

BAB VIII 
SANKS I 

Pasal t 9 

( 1 ) Bagi tenaga medis lulusan baru yang dengan sengaja tidak 
melaksanakan masa baktl canpa alasan yang sah Surat lz.in 
Prakteknya dlcabut. 

(2) Bagi tenaga medls PTT yang tldak menyelesalkan masa baktl 
tanpa alasan yang sah, Surat lzin Prakteknya dlcabut disertai 
sanksi adminimatif sesuai dengan peraturan perundangan 
yang bcrlaku. 

13 



MENTERI KESEHATAN 

REl"VBLll( INDONESIA 

( 3) Bagi terlclga medls PNS yang tidal< melalcsanakan masa baktt 
dis.amping dapat dlcabut Surat lzln Prakteknya dapat pula 
dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peratutan 
perundangan yang berlaku. 

BAB IX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 20 

Dengan berlakunya Peraturan ini maka : 

(I) Per<ituran Menceri Kesehatan Nomor 38 S/Menkes/Per/ 
VI 1988 tent.lng Pelalcsanaan Masa bakti dan lzin praktek 
bagi Dokter d.ln Dolcter Gigi. 

(2) Surat Edaran Sekretaris Jenderal Departemen Kesehat.ln 
Nomor KP.O 1.02.5.2.2906 tentang Penghargaan terhadap 
pemilihan Proplnsi dan kritcria Puskcsmas oleh para calon 
dokter Pegawai Tidak Tet.lp dalam k.aitannya dengan 
pendayagunaan dokter pasca Pegawal Tldak Tec.ap. 

( 3) Surat Edaran Sekretaris )enderal Departemen Kesehat.ln 
Nomor KP.O 1.02.5.2.588 7 tentang Pendayagunaan 
I O(sepuluh) lulusan terpilih sebagai staf pengajar Fakult.ls 
Kedokteran Neiert dan Fakult.ls Kedokteran Swasta. 

( 4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 483/MENKES/PER/ 
VII/ I 989 tentang Pelaksanaan Masa Bakti Bagi Dokter dan 
Dokter Gigi Di Lingkungan Departemen Pendidikan dan 
Kebudayaan. 

(5) Peraturan Menterl Kesehatan Nomor 360/MENKES/PER/ 
VI 1989 tentang Pelaksanaan Mas.1 Bakti Dokter dan Dokter 
Gi2i Di Lin2kungan Departemen Hankam dan ABRI. 

dinyauk.an tldak berlaku lagi. 
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Pasal 2 I 

Hal-h2l yang belum dlatur dalam Peraturan Menteri lnl, akan 
diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Pelaksanaan Menteri 
Kesehatan. 

Pasal 22 

Peraturan Menteri lni mulai berlaku sejak tang-gJI ditetJpkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita 
Negara Republlk Indonesia 

:. ··.: . 

Ditetapkan di : JAKARTA 
Pada tanggal : 5 Oktober I 999 

. :.;. .. _ ·.· . . 
, .. , ,,... 

-"ME~TERI KESEHATAN, 
. ··:,..,. \ 

' ' .,. · . 
. . ;, 

/; ; .1 
/ ~'·~ ~ 

Pfof..;Dr. F.A. MOELOEK . ..· . .. ~ . . :· 
.. ~' 
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No. N ~ m a 

Lampiran I 

DAfTAR NAMA TENAGA i\JEDIS fAKULTAS KEDOKTERAN/KEDOKTERAN GIGI 
Univcrsilas 
Peri ode 

Tcmpa t/tgl. la hi r J cnis 

Kelarnin 

'. 

Jen is No & 

Kc;1hli;tn 
t:lngg:il 

ljaz~1h 

Tanggal Ala mat No.telp/ Ket 

Sump:ih 
fax/ e-mail 

......... .. ............. , ······································· 
Dekan FK I FKG .. .... .. ................ ... ..... .... . 

• 
• 



• 

. Lampiran 2 

PERSYARATAN ADMINISTRASI: 

Persyaratan yang harus diserahkan oleh tenaga medis baru kepada Kepala Kanwil lulusan : 

I) Surat permohonan untuk registrasi, dengan melampirkan : 

a) Fotokopi ijasah yang telah dilegalisasi oleh Dekan 

b) Fotokopi surat bukti sumpah dokter/dokter gigi . 

::.) Surat keterangan berbadan sehat. 

d) Pasfoto ukuran (4 x 6) cm sebanyak 3 (tiga) lembar dan (2 x 3) cm sebanyak 2 

(du~) lcmbar. 

2) Surat permohonan dengan menyebutkan I (satu) jalur yang diminati yaitu : 

a) Pcnundaan masa bakti. 

b) Mclaksanakan masa bakti dengan pilihan : 

( 1) scbagai FTT 

(2) scbagai PNS 

(3) sebagai anggota TNI atau POLRl 

( 4) scbagai pegawai swasra 

dengan melarnpirkan : 

a) Fotokopi ijasah yang telah dilegalisasi oJ.eh Dekan 

b) Fotokopi surat bukti sumpah dokter/dokter gigi. 

c) Surat keterangan berbadan sehat. 

d) Pasfoto ukuran ( 4 x 6) cm sebanyak 3 (~iga) lembar dan (3 x 4) cm sebanyak 2 

(dua) lembar. 

e) Surat nikal1 bagi yang sudah menikah. 

f) Surat keterangan selesai adaptasi/ujian Nasional bagi tenaga medis lulusan 

luar negeri. 



• 

Lampiran 3 

Jalan . . .. . .. ..... . . ... ... ... ......... ... . ... . Telp ........ .. .............. . 
Fax .. ............. .... .. ... . 

SURAT KETERANGAN SELESAI MASA BAKTI 
NO. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1988 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 

3366) dan Peraturan Mentcri Kesehatan Republik Indonesia 

1170.A/MENKES/PER/SK/1999, bahwa kepada: 

N a m a 

Tempat/tgl . lahi r 

Lulusan 

Ternpat benugas 

....... ·· ·· ··· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ············· ·· ····· · ···· ···· ·· ·········· · ·· · ········ · ··· ··· · 

.... ................................... .. ..... ... .... .. .. . .. ... ... .... ... ····· ······ ·· ··· 

Dinyatakan tclah selesai melaksanakan masa bakti sebagai 

·· ··· ····· ······· ······· ···· ·· ··· ··· ··· ················ ······ ··· ···· ··· ·· :····· 

Nomor 

dan kepada yang bersangkutan kami ucapkan terima kasih seria. penghargaan at.as jasa-jasanya 

selama melaksanakan masa bakti tersebut. 

DIKELUARKAN 
PADA TANGGAL 

A. n. MENTERl KESEHA TAN RI 
Kepala Kanwil 

( ) 


